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Ciri Utama

Periode Implementasi Tokoh Kunci dan Teori Karakteristik Utama
1970-an Implementasi Pressman & Wildavsky (197 3): Implementasi sangat
sebagail Eksekusi Implementasi dianggap sebagai terstrulktur, mengandalkan
Teknis (Top-Down) proses administratit dar pusat ke arahan pusat, dengan
bawah, berfokus pada kendali hambatan utama berupa
pusat dan koordinasi. kurangnya koordinasi antar

tingkat pemerintahan.

1975 Implementasi Van Meter & Van Horn (1975): Fokus pada sumber daya,
sebagal Proses Implementasi melibatkan interaksi komunikasi antar aktor, dan
Dinamis antara tujuan kebijakan dan adaptasi kebijakan
tindakan pelaksana, dianggap berdasarkan kondisi yang
lebih dinamis. berubah di lapangan.
1980-an Implementasi Mazmanian & Sabatier, Michael Implementasi dipengaruhi
sebagal Proses Lipsky (Street-Level Bureaucrats): oleh kondisi sosial-politik dan
Politik dan Pengaruh aktor lokal dalam lokal, dengan peran aktor
Administratit (Top- penyesualan kebijakan serta lapangan semakin diakui.
Down vs Bottom-Up) keterlibatan faktor politik dan

administratif.
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Periode 3

Ciri Utama -

iImplementasi dan rasa memiliki

§ implementasi ©  TokohKuncidanTeori - . KarakteristikUtama . §
§ 1990-an Implementasi Matland (1995): Ambiguity- Aktor lokal berperan besar §
\ sebagal Proses Conflict Model, peran ambiguitas dalam menyesuaikan \
\ Partisipatif dan dan konflik dalam menentukan kebijakan, dan fleksibilitas \
\ Adaptit keberhasilan implementasi, dianggap penting untuk \
\ memungkinkan fleksibilitas dan menangani ketidakpastian \
\ adaptasi kebijakan di lapangan. dan kompleksitas situasi. \
\ 2000-an Implementasi Democratic Governance: Kebijakan yang sukses \
\ plem | rocra ljakan yang suks \
\ sebagal Kolaborasi Partisipasi masyarakat dalam melibatkan berbagai \
\ dan Partisipasi erumusan, pelaksanaan, dan emangku kepentingan \
§ p P san, p n. ¢ P gku kepentingan, \
\ evaluasi kebijakan menjadi termasuk kerjasama publik- \
\ penting. swasta dan partisipasi \
\ masyarakat yang kuat. \
\ Kontemporer Implementasi Trust and Involvement Theory: Kepercayaan dan keterlibatan \
% . v |
\ sebagai Kepercayaan Kepercayaan antara pelaksana masyarakat meningkatkan \
\ dan Keterlibatan kebijakan dan masyarakat transparansi, akuntabilitas, \
\ meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan. \
§ [
\ \

terhadap hasil kebijakan.
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MODEL IMPLEMENTASI

VAN METER & VAN HORN

Komunikasi

antar organisasi dan

kgt pelaksanaan
Standar dan

sasaran
kebijakan

it
Karakteristik 1
Badan Pelaksana Pelaksana Kebijakan
Kondisi sosial,
ekonomi dan politik
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Tahap
Implementasi

Kebijakan Deskripsi Aktor Utama Proses Utama

1. Formulasi Tahap di mana kebijakan dirumuskan, Pembuat Menetapkan tujuan
Kebijakan tujuan ditetapkan, dan strateqgi kebijakan pusat kebijakan, menetapkan
dirancang. (legislatif, strategi, menyusun
eksekutif), ahli peraturan

kebijakan

2. Perencanaan Perencanaan operasional tentang Pemerintah Menentukan peran setiap
dan Koordinasi bagaimana kebijakan akan pusat, daerah, aktor, membuat alur kerja,
diimplementasikan, termasuk dan lembaga mengoordinasikan sumber
pembagian tugas, koordinasi antara terkait daya dan waktu
lembaga, dan pengalokasian sumber

daya.
3. Alokasi Menyediakan anggaran, tenaga kerja, Pemerintah Menyusun anggaran,
Sumber Daya Infrastruktur, dan teknologi yang pusat, daerah, distribusi sumber daya,

dibutuhkan untuk mendukung dan badan memastikan ketersediaan

implementasi kebijakan. pengelola infrastruktur

e

anggaran

L

_



/
/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
7
%/
/
%

Tahap

Implementasi

i

i

Kebijakan Deskripsi Aktor Utama Proses Utama

4. Pelaksanaan Pelaksanaan kebijakan di lapangan Birokrat tingkat Eksekusi kebijakan,

Program sesual dengan rencana dan arahan bawah, pegawai pelayanan publik,
yang telah ditetapkan. publik, penyesualan dengan situasi

masyarakat lapangan

1

5. Monitoring Mengawasi pelaksanaan kebijakan Auditor internal, Pengumpulan data, audit

dan Evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan badan evaluasi kebijakan, evaluasi kinerja,
sesual rencana, dan melakukan kebiljakan, LSM, melakukan penyesuailan jika
evaluasi untuk mengetahui apakah masyarakat diperlukan

tujuan tercapai atau tidak.

1

6. Outcome / Hasil akhir yvang diharapkan dari Masyarakat Pengukuran keberhasilan,

Hasil Kebijakan kebijakan tersebut, baik berupa umum, instansi dampak kebijakan pada
perubahan sosial, peningkatan pemerintah yang masyarakat, analisis
pelayanan publik, atau pencapa‘~n terkait terhadap hasil kebijakan

o

tujuan yang ditetapkan. v



Teorl

Implementasi

Teori Top-Down

Teori Bottom-Up

Teori Hybnd
(Top-Down &
Bottom-Up)

Model
Ambiguity-
Conflict

Ciri Utama

Kebijakan diimplementasikan dari
tingkat pusat ke bawah dengan

kendali penuh di tangan pembuat

kebijakan

Pelaksana lokal dan birokrat memiliki
otonomi untuk menyesuaikan

kebijakan berdasarkan konteks lokal

Pendekatan gabungan antara
pengawasan pusat (Top-Down) dan

otonomi lokal (Bottom-Up)

Keberhasilan implementasi
dipengaruhi oleh tingkat ambiguitas
dan konflik dalam kebijakan

L

Tokoh Kunci

Pressman &

Wildavsky

Lipsky,
Elmore

Sabatier &
Jenkins-
Smith

Matland

Aplikasi dalam Kebijakan
Publik

Kebijakan nasional yang
memerlukan instruksi pusat

yvang jelas

Kebijakan lokal dengan
otonomi tinggi untuk
modifikasi kebijakan di

lapangan

Kebijakan yvang
membutuhkan pengawasan
dan fleksibilitas dalam

pelaksanaan

Kebijakan dengan
ketidakpastian dan konflik
tinggi seperti kebijakan

lingkungan
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Teori | | | | | | | | | | Aﬁlikasi dalam l{ehi;jakanf \

kebijakan Uni Eropa \

R Sy LR LR REECREE TS (RRTSEFRTTISRT SRy ERVEICERRLy | | R
§ Teorl Street-Level Birokrat lapangan memiliki kekuasaan Michael Kebijakan sosial yan §
\ Pang j yang \
§ Bureaucracy besar dalam menentukan hasil Lipsky melibatkan interaksi §
\ implementasi kebijakan langsung dengan masyarakat §
\ Teori Kolaborasi Kolaborasi antara aktor dalam Provan & Kebijakan yang memerlukan \
\ dan Jaringan jaringan kebijakan meningkatkan Kenis partisipasi berbagai pihak, \
\ keberhasilan impl ' i lol \
§ eberhasilan implementasi seperti pengelolaan \
\ lingkungan \
\ \
§ Teori Multilevel Kebijakan diterapkan di berbagai Hooghe & Kebijakan yang melibatkan §

overnance ingkat pemerintahan secara arks erbagai tingka \
\G tingkat p tah Mark berbagai tingkat §
§ terkoordinasi pemerintahan seperti \
\ \
\ \
§ Teori Trust and Kepercayaan dan keterlibatan Fukuyama, Kebijakan yang memerlukan §
\ Involvement masyarakat meningkatkan Putnam dukungan dan partisipasi \
§ I{eb;rhasilan implegmentasi dan rasa masya?al-cat untik i §

memiliki terhadap hasil kebijakan keberhasilan implementasi \



CONFLICT

Low High
Administrative implementation Political implementation

Resources Power

Experimental implementation Symbolic implementation
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Contextual conditions Coalition strength
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dengan panduan dari pusat.
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Multilevel governance




beradaptasi.

\

§ Implementasi Ciri Utama Tokoh Kunci Kebijakan §
§ Pendekatan Top- Proses implementasi dikendalikan Pressman &t Generasi Pertama: Fokus pada §
§ Down dari tingkat atas, dengan instruksi Wildavsky, proses yang linier dari pusat ke §
§ dari pembuat kebijakan pusat Sabatier pelaksana, melihat implementasi %
§ yang diteruskan ke tingkat sebagai masalah kepatuhan. §
\

§ bawah. \
§ Pendekatan Pelaksana lokal atau birokrat Lipsky, Generasi Kedua: Melibatkan §
§ Bottom-Up memiliki otonomi dalam Elmore aktor lokal dan menekankan %
§ menyesuaikan kebijakan dengan peran birokrat lapangan, %
§ kondisi lokal dan kebutuhan memandang implementasi §
§ masyarakat. sebagal proses yang dinamis. %
§ Pendekatan Pendekatan gabungan yang Sabatier, Generasi Ketiga: Memadukan %
§ Hybrid (Top- mengakui pentingnya arahan dari Jenkins- aspek top-down dan bottom-up, %
§ Down & Bottom- tingkat pusat, namun juga Smith serta memperhatikan faktor- %
§ Up) memberikan fleksibilitas kepada faktor konteks, kolaborasi, dan %
§ pelaksana lokal untuk partisipasi. %
\ .
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Dimensi Strategis Deskripsi
Tl..u an Kebijakan yang Tujuan kebijakan harus spesifik, jelas, dan dapat diukur untuk memastikan arah
§ Jela pelaksanaan yang tepat.
Perencanaan dan Koordinasi antar lembaga dan perencanaan yang matang sangat penting untuk
Koordinasi menghindari kesalahan dan ketidaksepahaman.
\
§ Sumber Daya yang Sumber daya keuangan, manusia, dan infrastrukitur yvang cukup diperlukan untuk
X
§ Cukup keberhasilan implementasi kebijakan.
Kepemimpinan yang Kepemimpinan yang kuat dan visioner memainkan peran penting dalam
Efektif mengarahkan dan memobilisasi pelaksanaan kebijakan.
Partisipasi dan Partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat sangat penting untuk legitimasi
Dukungan Publik dan efektivitas implementasi kebijakan.
Kapasitas Birokrasi Birckrasi yvang kompeten dan terlatih membantu dalam pelaksanaan kebijakan

\\

cara efisien dan efektif.

Monitoring dan Pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus memastikan kebijakan tetap
Evaluasi berada di jalur yvang benar dan dapat disesuaikan jika diperlukan.

Konteks Sosial dan Lingkungan sosial dan ¢"itik vang mendukung mempengaruhi keberhasilan atau
Politik kegagalan implementa.. <xebijakan.






Kebijakan Multi-Level Governance Trust and Involvement

Koordinasi dan Melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan Membangun kepercayaan antara
Peran Aktor lokal dalam penyusunan dan implementasi masyarakat dan pemerintah melalui
kebijakan. keterlibatan langsung dalam perencanaan

dan pelaksanaan.

Partisipasi Memungkinkan setiap tingkat Masyarakat diberdayakan dan dilibatkan

Masyarakat pemerintahan berperan sesuai dengan secara langsung dalam pengambilan

Distribusi Alokasi sumber daya dilakukan secara Masyarakat turut serta dalam penyediaan
Sumber Daya terstruktur dari pusat ke daerah sesuai sumber daya lokal, seperti bahan makanan

dengan kebutuhan lokal. bergizi dan dukungan sosial.

Adaptasi Fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan Program kebijakan disesuaikan dengan
Kebijakan sesual konteks lokal sambil tetap mengikuti masukan masyarakat untuk memastikan

panduan nasional. relevansi dan keberlanjutan.

Monitoring Setiap tingkat pemerintahan melakukan Masyarakat dilibatkan dalam proses
dan Evaluasi pengawasan sesual tugas masing-masing evaluasi untuk memberikan umpan balik

untuk memastikan pelaksanaan yang terkait efektivitas program.

.
§
-
.
.
-
.
.
.
-
§ kapasitasnya untuk melibatkan masyarakat. keputusan terkait kesehatan dan gizi anak.
.
-
.
.
-
.
.
.
.
-
\

efektif.

i






urangnya pelibatan Model Bottom-Up Memberikan otonomi kepada Melibatkan masyarakat adat dalam setiap
masyarakat adat dalam masyarakat adat untuk menyusun tahap perumusan kebijakan melalui

perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan musyawarah adat dan pemberdayaan lokal.
yang sesual dengan tradisi lokal
mereka.
Keterbatasan sumber Model Kolaborasi Melibatkan berbagal pemangku Membangun kemitraan antara pemerintah,
daya ekonomi dan Jaringan (Network kepentingan (pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta untuk
Infrastruktur Collaboration Model) komunitas, sektor swasta) untuk  meningkatkan investasi dan pengembangan

bersama-sama mengelola sumber infrastruktur desa adat.
daya dan infrastruktur pariwisata.

Kurangnya koordinasi Multi-Level Governance Koordinasi antara berbagai tingkat Memfasilitasi forum lintas tingkat pemerintahan
antara pemerintah pemerintahan (pusat, daerah, dan untuk merumuskan kebijakan terpadu dengan
pusat, daerah, dan desa) untuk menyelaraskan masyarakat adat sebagai aktor utama
komunitas adat kebijakan dan sumber daya.

Ancaman terhadap Trust and Involvement  Membangun kepercayaan antara Melibatkan masyarakat dalam monitoring dan
pelestarian budaya dan Model pemerintah dan masyarakat adat evaluasi untuk memastikan program pariwisata
iIngkungan karena melalui keterlibatan langsung adat berjalan sesuail dengan nilai-nilai budaya
pariwisata masa dalam pengambilan keputusan dan keberlanjutan lingkungan.

dan pelaksanaan kebijakan
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Teori Hybrid (Top- Analisis Implementas i Kebijakan Menggunakan pendekatan hybrid untuk §
O o Moael tiyoria T oeEn ireloln socarn kolmboraut. oo §
Model Ambiguity- Studi Kebijakan Pembangunan Memahami dampak amb iguitas dan §
et Moty ot o et anan berkatanm §
Teori Street-Level Interaksi Birolrat Lapang < an Studi peran birclkrat lapangan dalam §
Bur:eaucra-::y | Masyarakat i:aanani I-{ebl_Jak:.ﬂ-n -Ear'ntuan interaksi |-ar-195|i;ng dengan masyarakat §
TEC-H'I Kolaborasi dan |mp|EFT'1E'-I‘"ItEISI I{ebl_Jalc-an Parlwma-ta Kolaborasi lintas SEF{‘EE-}F f:ialarn §
Jaringan Eserjkelar"uu-tan r-'neIaIU| Kolaborasi r-ﬂenger"ﬂbang-jl-::an parwn.r-lsata vang ramah §
- ' Jarln-gjdn di |-3-EI|I | Ilngl-ciungan di daeral":-wmata terl—::%nal. §
Teori Multi-Lewvel A_I"‘IEI'ISIS Kebijakan EI"‘IE-.‘FQI Te-rbarulcan Studi penera;-:-an -I-::ebl_Jal-::an energi - - §
Governance (MLG) di Eropa dengan Teori Multi-Level t_erk:-arL,-lI{an di Uni Erfjpa dengan koordinasi §
Governance limntas tingkat pemerintahan. §

Trust and F’enga-ruh Kepercayaan dan Analis-is Pperan kepercayaan dan ) §
Involvement Theory I{et-E:-rlll:::atan Masyarakat n:::l-alal:n keterlibatanmn masyarakat t::lalarn- kebijakan §
I{ebljalca-n Kesehatan Publik di kesehatan dan pelayanan publik. §

Indonesia §



|

%
\

- -

5 : b

< o o - S

0. % & . T 3

c 6 el gud £S89 R 0§ & ;

gy pdo 5LE =-Cq Qg AR

= O r = T [ - @ 0 M J M

s 90 $cg 22U g3c o0 o & &

— y2 w5 F 2¢ 05 c Y= T 0

m\\m\ eda.mm.l mﬂe nﬂammmt ik W mka

oy c 0 T - - T T

2 0% pca YED BV GLF gtp Gl

D v 20 gaoo c Vc ¢t T 9 Xy =

e 0 C £00 S50 8>k cCE o & 00U

= sm.mgm_m anmmaammm m,".m,m 25 8

- M + Y C AU - - b ~

) g8k ¢ v gl - gc¢ 0 E ¢ o U & 7 £ 3

T w 25 223 TEZR9Q es  £Y3 Ty

U ¢ c g i

0 diYe Rt fyphccnt  EED DS

gy a L

O mﬁmWnam nMa_mmgmmm 085 0 35%Y

= TR aﬂa aumbnnmgm - UL o c Y

W nmmwmnuy mmp nmmb.mp mmw g a?
< g 80- 897 cyxclcgflc, WXL 28
G cet gyt JO0g Uugg 00gy ©0 2T 0= 0
" mamgn = 0T 0x5 DOX ¢ eadnknim
N’ 0 930 ¢CE@ . D8 05 0085 5L 0 = g 33
T P £af Caofl cf2 02 g €0%F = chsa U atoa
i Ve g 80 839 29¢ 8g9) $20G 2uao
2 i 2882080 2adflazily 2tal Hyaa

= Z

U Kawasan

~L-

w
v

\

Klas

LL]
S

-]
S
P

L
o~ —
] \\
<1
i

N

Pendidikarmn mielalui Pendekatanmn Top-
Implementasi Kebijakan Lingkungan:
Peran Street-Lewvel Bureaucrats dalam
Peran Kepercayaan dan Keterlibatan
Perlindungan Lingkungan di Daerah
Implementasi Kebijakan Pariwisata
Jaringan: Studi Kasus di Prowvinsi Bali

Pendelkatarmn Bottom-Up di Wilayah

Pedesaan
Implementasi Kebijakan Penanganan

Contoh Judul Penelitian
Efektivitas Implementasi Kebijakan
Dowwn di Indonesia

Peranmn Aktor Lokal dalam
Efektivitas Model Hybrid dalam
Bencana di Indonesia
Implementasi Kebijakan Bantuamn
Sosial di Indonesia

Implementasi Kebijakan Perubahan
Iklirm melalui Multi-Lewvel
Gowvernance: Studi

Asia Tenggara

dalam Implementasi Kebijakan
Berkelanjutan melalui Kolaborasi

Terpendcil

\\

v

R
W
T

P
oy

%
.

%

B
G
Y
R
g

S

7

Model Implementasi
Model Top-Down
Model Bottom-Up
Model Hybrid
Model Street-Level
Model Multi-Lewvel
GSovernance (MLG)

Bureaucracy
Jaringan (Networlk

Model Trust and
Model Kolaborasi

Involvenmeant

BaaEEEEEEEESS,S,,GTTSS,T,,S,,,,:S::”:”:”:,S,,STS,SBSESESESESEEE,,SEE,EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Collaboration)

.



.

// /’ '
\ \\\ ;i
s \ \\\\ ‘v
\ | j\\ '/ ; J
“ mn \‘
\
\ éi\
.



